
BIJPATI I(EPULAUAN SANGIHE

PI(OVINSI SULAWESI UTARA

PERATUR,AI\ BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2016NOMOR 73

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA

TATA KL'RJA KECAMATAN TIPE B

DENGAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang :

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

trahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Szmgihe,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunanr organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Keda

Kecamatan Tipe B;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l'959 tentang

pembeni.ukau Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran

Negara Repubiik Ind.onesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Incionesia Nomor

t8221;

Un<lang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentui<an Pera.turan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AlL Nomor 82,

T,ambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523all;

Y
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und.ang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembar-an Negara Republik Indon.esia Tahun 2oL4

Nomor 6, Tanrbahan Lemb ara1;_ Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9fl;
undang-uirrlang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2,014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Irrdonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-IJndang Nomor 9

Tahun 2ol5 tent.ang Perubahan Kedua Atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e|;

5. Peraturrart Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ooo Nomor L94, 'fambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaima-na telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2OO3

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerirrtah Nomor 97

Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 122,

Tambarran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a322\;

6. Peratural P. em.erintah Nomor 1O0 I'ahun 2OOO tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan

struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor Lg7, Tambahan Lemba::an Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang

Fel.Lbahan Atas Peratura:r Pemerintah Nomor 100 Tahun

2O0O tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam

Jabatan Strtrktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

'I.alrun 2OA2 Nomor 33, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor aPal;

4.
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2AA3 tentang

Pengangkatarr, Pemindahan dan Pernberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263) sebergaimana telerh diubah dengan

Peratrrran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2OO3

tentang Pengangkatan, Pennindahan dan Pemberhentian

pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 30a1);

Peraturan Pemerint-ah Nomor t9 Terhun 2008 tentang

Kecamatarr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2CO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 48261;

peratu.ran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2ol4 tentang

Perubahan i\lama Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud

menjadi l(abupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi

utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4

Nomor L67 , Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5557);

peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Per:angkat Dererah (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2oI5

tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor 5

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah

Ka"bupaten Kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5)'

8,

9.

10.

11.

t2.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PI}RATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN'I]PE B.

tsAB I

}GTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabr-rpaten Kepulauan Sangihe-

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengga"raan urusarr Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah memrrut asas

otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prirrsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana d.imaksud tlalam Uudang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah aCalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah ]rang nremimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daeralr otonom.

Perangkat Daerah adalah utlsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Ralcyat llaerah Kabupaten dalam penyelen ggaraar^ urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretaris Daerah a<laiah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai

kecamatan di katrupaLen"

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan

di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan

tugas umum pemeritrtahan.

Pelayanan Dasar adalah pela1,'anan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

v

10. Peraturan Br-rpati ad,alah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
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11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk
menduduki suatrl jabatan tertentu.

12. Susunan Organisasi adalah suatu strukiur dan hubungan kerja serta

posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalemkan kegiatan

operasional untuk mencapai tujua., yang di harapkan.

13. T\rgas dan fungsi adalatr sekumpulan tugas dan fungsi dalam
penyelen ggaraafi organisasi yang harus dilaksanakan.

14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah

pekeq'aan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.

15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib

dimiliki oleh seorang pernangku jabatan berupa pengetahlrajn,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas
jabatan yang ditempuhnya.

16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional. yang

berdasarkan pada keahlizrn dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningftatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan

kelurahan, dr,pimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepa,Ja Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasa-l 3

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretariat;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung dan Kelurahan;

+
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f. Seksi Pelayanan Umum dtrn Kesejahteraan Sosial; dan

g. Kelompok Jabatan Phngsional.

Pasal 4

U) Sekretariat sebagailrrarra clirnaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh

Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

t2) Sekreta-riat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) membaw'ahi :

a. Sub Bagian Progpam, Keuangan dan Pelaporan; dan

b, Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.

(3) Seksi sebagaimana dirrtakstrd dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e dan

huruf f masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf a dan huruf b,

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

(5) Susunan Organisasi I(ecamatan sebagajmana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 5

Camat mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Urursan Pernerintahan Umum;

b. mengoordinasikan kegiatarr pemberdayaanmasyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umurn;

d. mengoordinasikan penerapa-n dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. rnengoordinasikan perneliharaan sarana dan prasarana pelayanan umllm;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatam;

v
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g. membina dan mertgawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan

Kelurahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lai: yerrg diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan,

pengernbangan dan pernbinaan pegawai, mernberikan pelayanan teknis

adrrrinistrasi kepada serntla satrran organisasi dilingkungan pe.rnerintah

kecamatan.

Pasa] 7

Sekretariat dalarn rnelaksanakan trrgas sebagairnana dimaksrrd dalam Pasal 6,

menyelenggarakan fungsi :

a. pen5riapan perLlmusan kebijakan operasional tugas administrasi di

lingkungan Kecamatan;

b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan

administrasi keuangan;

c. penyelenggaraan kegratan penatausahaan umrtm, hukum dan

kepegawaian;

d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan

Kecamatan;

e. pengelolaan aset yalg menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Program, Keuartgan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menJrusl-ln rancangan Renstra clan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. menJrusrrn re:acarta program/keg1atan Sub Bagian Program, Keuangan dan

Pelaporan;

c. merqrelenggar-akan acministrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi

dinas;

L
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d. mengoord.inasikan penyusunan rencana anggaran yaflg ada pada

iingkungan kecarnatan ;

e. men1rusun skala prioritas etaggaranyang dibutuhkan;

f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan

perbendah ar aar- yang <litetapkan sesuai aturan ;

g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan,

menyiapkan,mencatatclannrembukukanperintahperrbayaran;

h.melakukanverifikasiharian,berkalaataspenerimaan;
i. melaksanakan pen5rusnnan laporan pertanggungiawabzrn pengelolaan

keuangan darr laPoratr keuangan;

j. melaksanakan monitorir.Lg dan evaluasi kegiatan yarLg berkaitan dengan

anggaran;

k. memberi petunjuk, mengawasi d.an mengevaluasi da]am rangka

pelaksanaan tugas bawahan;

1. membuat lap,oran keuangan semesteran dan tahunan dana APBD; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnYa.

Pasal 9

sub Bagian umum, Hukum dan Iiepegawaian mempunyai tugas :

a. men]ruSu1l rencana dan program sub Bagian umum, Hukum dan

Kepegawaian;

b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, orgalrisasi dan

ketatalaksanaan kecamatan ;

c. mengelol,ra, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;

d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;

e. men]rusul} bahan rancangan peraturan perundang-Undangan dan

fasilitasi bantuan h'ulcurrr;

f. menyelenggar.akan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;

h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjenjangan

serta penjatuh.an disiplin pegawai;

i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;

j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum

terkait dengan tugas pol<ok keczrmatan;

k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang

hukum dan Perundang-undangart;

v
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I. rnemfasilita.si kebutuhan pelayanan hukum bagq aparatur dinas terkait

dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas la-rn yarrg diberikan oleh atasan t-erkait dengan

tugasnya.

Baglan Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 1O

Seksi Pemerintahan mernpunyai tugas :

a. menyelenggarakart pemerintahan umum dan koordinasi pembinaan

pemerintahan kampung / kehrrahan;

b. melakukan pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil;

c- membina kesafiran hangsa dan perlindungan masyarakat;

d. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Bagian KeemPat

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasa] 11

seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umtrm mempunyai tugas :

a. per{rusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban;

b. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta

pembinaan tugas keagrariaan;

c. penanganan peraturan daerah dan produk hukum lainnya; dan

d. mel.;aksanakan tugas lain yang diberikan oleh at-asan terkait dengan

tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Pembangunan Masyarakat

Karnpung dan Kelurahan

Pasal 12

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung dan Kelurahan mem.punYai tugas ;

a. merr5ruslrn program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana

serta pembinaan pelayanan umum;

v
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menJrusun program dan pembinaan perekonomian

distribusi;

menJrusun program dan pernbinaan pemberd ayaar_

kesejahteraan keluarga serta kelembagaan; dan

melaksanakan tugas lain yarrg diberikan oleh atasan

tugasnya.

produksi dan

perempuan dan

terkait dengan

c.

d-

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Pasa-l 13

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. melaksanal<an penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

pelayanan kekayaan dan iuventarisasi kampung/keluraham serta bantuan
sosial, pembinaan organi.sasi kepemudaan, organisasi wanita dan

oiahraga;

b. melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

pelayanan kebersihan dari sanitasi lingkungan serta pembinaan

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan

masyarakat;

c. melaksanakan pen5rusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

sarana dan prasarana fisik peiayanan umum;
d. memfasilitasi prograrn bantuan dan santunan sosial bagi keluarga miskin,

dan korban sosial lainnya serta pelayanan laporan tentang kondisi dan

kebutuhan bidang pendidikan; dan

e. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Pasal t4

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, camat

melaksan"akan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati unhlk me!.aksanakan

sebagian Urusal Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

meliputi :

a. Perizinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

v
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f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaraan; Can

i. Kewenerngan lain yang dilim'pahkan.

\21 Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatarl

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan trrgas setiap pimpinan rmit organisasi dan kelompok

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing lnaupun antar satuan

organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain

cliluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing'

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila teriadi penyfurrpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai denga.n peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(a) Setiap pimpinan satual organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggungiawab kepaCa atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterirna oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya w4iib <liolah dan dipergunakan sebagai ba1:an untuk

penJrusunar-r laporan lebiir lanjut dan untuk memberikan petunluk kepada

bawah,annya.

(6) Dalam per:yartrpai.an laporan masing-masing keparla atasan, tembusan

laporan wajib disampaikarr kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

{Tl Da1a,n rnelaksanakan lugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu

oleh satuan organistrsi dibawahnya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada trawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat

berkala.

v
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BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Camat, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eseron IVa.
(3) Kepala seksi, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan jabatan

struktural eselon IVb.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Dilingkungarr Kecamatan dapat ditet-apkan jabatan fungsional
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagial
tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 49 Tahun 20O8 tentang Uraian T\rgas Kecamatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

+
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Pasal 2O

Peratrrran Br:,pati ini rrurlai berlalcr pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetatru.inya, mernerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini derrgan penenrpatamrya dalam Berita Daeratr Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2O16

PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2OL6

SEKRETARIS DI\ERAH KAB{-IPA:I'EN KEPUI.AUAN SANGIHE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULATIAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR

./
,{;a,^-

EDWIN RORING

Y
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